Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018) by Safitri, Aulia Dara & , Dra. Rina Trisnawati, Ak, M.Si, Ph.D
 
 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN  TERHADAP  
Budget Forecast Errors PEMERINTAH  
DAERAH DI INDONESIA 




Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Disusun Oleh: 
AULIA DARA SAFITRI 
B 200 160 238 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 














PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN  TERHADAP Budget 
Forecast Errors PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah 
Daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada pemerintah daerah di 
Indonesia meliputi provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2018.  Pengukuran budget 
forecast error menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Pengambilan 
sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 427 Pemerintah Daerah. Teknik analisis data menggunakan 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap 
Budget Forecast Errors atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah di 
Indonesia. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap budget forecast erorrs 
atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah Indonesia. 
Kata Kunci : Budget Forecast Errors, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 




This study aims to examine the effect of Local Revenue, Balance Funds, 
Other Legitimate Regional Revenues, Indirect Expenditures and Direct 
Expenditures on Budget Forecast Errors of Local Governments in Indonesia. The 
population in this study is the local government in Indonesia covering the regency and city 
provinces in 2018. Budget forecast error measurement uses MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error).  Sampling was done by purposive sampling. The sample used in 
this study were 427 local governments. Data analysis techniques used descriptive 
statistics, classic assumption tests, and multiple linear regression. The results of the 
study showed that Other Legitimate Local Revenues affected Budget Forecast 
Errors or projected errors in local government budget in Indonesia. Whereas the 
Regional Original Revenue, Balancing Funds, Indirect Expenditures and Direct 
Expenditures do not affect the budget forecast errors or errors in the projected 
budget of the local government of Indonesia. 
Keywords: Budget Forecast Errors, Regional Original Revenue, Balance Funds, 





Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8 dan 9 tentang 
Pemerintah Daerah, terdapat tiga dasar sistem hubungan pemerintah pusat dan 
daerah, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang 
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan 
wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut juga termasuk 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam 
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pemerintah Daerah adalah 
Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. APBD bertujuan untuk mengkoordinasi pembiayaan dalam 
pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran 
pemerintah daerah. Komponen penyusun APBD terdiri dari pendapatan 
daerah, belanja daerah dan pembiayaan anggaran (UU Nomor 33 Tahun 2004). 
Dalam proses penyusunan APBD, struktur dan isi APBD disesuaikan dengan 
kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintah dan pendapatan pemerintah 
daerah dalam masa satu tahun anggaran (Kusuma dan Sutaryo, 2015). 
Komponen penyusun APBD yang pertama adalah pendapatan daerah. 
Pendapatan daerah pada APBD dibagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD), 
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam 
pengambilan keputusan anggaran sangat bergatung pada pendapatan. 
Pendapatan yang telah diprediksi sebelumnya bisa saja tidak sesuai dengan 
pendapatan aktual yang diterima. Pendapatan tersebut dapat melebihi maupun 
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kurang dari pendapatan yang di prediksi sebelumnya, sehingga terjadi ketidak- 
akuratan. Menurut Yuliana (2018), Kesalahan proyeksi anggaran (Budget 
Forecast Error) dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan 
anggaran dikarenakan adanya ketidak-akuratan yang ditunjukkan dengan 
adanya selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan.  
Komponen penyusun APBD yang ke-dua adalah belanja daerah. Menurut 
Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 
“Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih”. Dalam APBD belanja daerah 
dikelompokkan menjadi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung 
(BTL). Kesalahan proyeksi anggaran (Budget Forecast Error) dalam belanja 
daerah pada tahun anggaran akan terjadi apabila realisasi anggaran pada 
belanja daerah pada tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan proyeksi 
atau ramalan sebelumnya (Blanchard dan Leigh, 2013). 
APBD juga memiliki fungsi, Fungsi tersebut sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal (3) ayat (4) tentang 
keuangan negara meliputi:  fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi 
pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi 
stabilisasi. Khususnya pada fungsi perencanaan dimana anggaran daerah 
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan 
pada tahun yang bersangkutan.  sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah 
tidak akan dapat melaksanakan program kegiatan dan proyek pembangunan 
yang telah direncanakan apabila belum ada penetapan APBD sebelumnya. Hal 
ini menjadikan bahwa fungsi APBD penting dan harus disusun dan 
direncanakan dengan tepat sasaran. Tetapi dalam berbagai hal penyusunan 
APBD tersebut tidaklah mudah dilaksanakan dan timbul berbagai masalah. 
Sehingga terjadi kesalahan dalam penyusunan tersebut, dan menyebabkan 
terlambatnya dalam penyusunan APBD yang akan mengakibatkan kesalahan 
dalam memproyeksikan anggaran atau Budget Forecast Error (Yuliana, 2018). 
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Faktor keuangan yang berhubungan dengan anggaran dapat berpengaruh 
dan memungkinkan untuk terjadi Budget Forecast Error ( Kusuma dan 
Sutaryo, 2015). Faktor keuangan tersebut dapat dilihat dalam APBD yang 
meliputi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. belanja daerah yang 
terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dan yang terakhir 
pembiayaan daerah. Budget Forecast Error disebabkan karena adanya selisih 
anggaran dengan estimasi anggaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Selisih 
tersebut bisa berupa Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) dan Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). 
Fenomena beberapa tahun terakhir di Indonesia menunjukan bahwa dalam 
pengelolan keuangan daerah sering terjadi SiLPA. Hal ini dapat dilihat pada 
laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan SiLPA. 
SiLPA dapat terjadi dikarenakan anggaran yang tidak terserap penuh, 
penyesuaian anggaran yang tidak tepat sasaran/pemborosan, kenaikan 
pendapatan asli daerah, kegiatan yang tidak terlaksanakan, penghematan dan 
efisiensi, peraturan permendagri tentang hibah, keterlambatan penyelesian 
pekerjaan oleh penyedia barang/jasa, transfer anggaran bantuan dari 
pemerintah daerah yang dilakukan pada akhir tahun (Susanti dan Siregar, 
2018). 
Penelitian ini mereplikasikan penelitian oleh Kusuma dan Sutaryo (2015) 
tentang Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget 
Forecast Error Pemerintahan Daerah di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian 
ini yaitu sampel dan variabel yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti 
berfokus pada faktor keuangan yang meliputi pendapatan daerah yang terdiri 
dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak 
langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
Kabupaten di Provinsi di Indonesia Periode 2018. Berdasarkan latar belakang 
masalah yang ada maka perlu dilakukan penelitian kembali  dengan mengambil 
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judul “Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan Terhadap Budget Forecast Error 
Pemerintah Daerah di Indonesia”.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalah 
yang akan dibahas sebagai berikut:  
1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap budget forecast 
errors pemerintah daerah di Indonesia? 
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap budget forecast errors 
pemerintah daerah di Indonesia? 
3. Apakah lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap 
bugdet forecast errors pemerintah daerah di Indonesia? 
4. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap budget forecast 
errors pemerintah daerah di Indonesia? 
5. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap budget forecast errors 
pemerintah daerah di Indonesia? 
 
2. METODE 
2.1 Kerangka Teori 
2.1.1 Teori Agensi 
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 
kontraktual anatara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak 
yang memberikan arahan kepada pihak lain, yaitu agent, untuk 
melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam jabatannya 
sebagai pengambil keputusan. 
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan 
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sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam 
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari 
pendapatan daerah yang berasal dari pengelolan kekayaan daerah 
otonom. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan 
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Ernayani 
(2017) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu 
komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana 
perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
2.1.4 Dana Perimbangan 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
Tentang Dana Perimbangan Pasal 1 Ayat 8 “Dana Perimbangan 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan pendapatan 
daerah yang berasal dari APBN yang selanjutnya dialokasikan 
kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah. 
Menurut (Kusuma dan Sutaryo, 2015) dana perimbangan terdiri dari 
dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 
2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Menurut Devas et al. (1989) penerimaan lainlain PAD yang 
sah merupakan kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan 
daerah yang mencakup penerimaan kecil-kecil seperti hasil 
penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga 
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simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. 
Walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat tergantung 
pada potensi daerah itu sendiri. Artinya semakin besar potensi 
sumber lain-lain PAD yang sah, maka semakin besar pula 
penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal dari lain-lain 
PAD yang sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja 
modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik 
semakin baik (Sulistyowati, 2011). 
2.1.6 Belanja Tidak Langsung 
Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 
2006 pasal 36 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah,  belanja tidak Langsung merupakan  belanja yang 
dianggarkan  tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan.  belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja 
Pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Bantuan 
sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuntungan, Belanja tidak 
terduga. 
2.1.7 Belanja Langsung 
Dalam pasal 36 Permendagri Nomor 21 Tahun 
2011  menjelaskan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan.  belanja langsung terdiri dari: 
1) Belanja pegawai 
2) Belanja barang dan jasa 
3) Belanja modal 
2.1.8 Budget Forecast Error 
Peralaman (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk 
memperkirakan kejadian dimasa depan, dimana hal ini dilakukan 
dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan 
menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk 
model matematis atau bisa juga merupakan prediksi intuisi yang 
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bersifat subjektif atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi 
medel matematika yang disesuaikan dengan pertimbangan yang 
baik. Peramalan adalah tahap awal, dan hasil ramalan merupakan 
basis bagi seluruh tahapan pada perencanaa anggaran (Yuliana, 
2018). 
2.2 Hipotesis Penelitian 
1. H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Budget Forecast 
Error 
2. H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Budget Forecast Error 
3. H3 : Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap 
Budget Forecast Error 
4. H4 : Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap Budget Forecast 
Error 
5. H5 : Belanja Langsung berpengaruh terhadap Budget Forecast Error 
 X1 
    
 X2 
    
 X3 
    
  X4      
  X5 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
2.3 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
desain penelitian studi pengujian hipotesis (hypothesis study). “penelitian 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Belanja  Langsung 
Dana Perimbangan 










pada data data numerikal (angka) yang diolah dengan metodee statistika” 
Azwar (2012: 5) dalam Bintoro, dkk (2013). Metode kuantitatif digunakan 
apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan 
yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan 
praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. 
2.4 Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai macam 
sumber, yaitu website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 
website direktorat jenderal perimbangan keuangan kementrian keuangan. 
2.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten 
atau kota di Indonesia tahun 2018. Sample Frame dari peneliti ini yaitu 
daftar pemerintah daerah tahun 2018. Dalam penelitian sampel, penelitian 
ini menggunakan puposive sampling dengan tujuan agar diperoleh sampel 
yang representative sesuai dengan kriteria yaitu pemerintah 
kabupaten/kota tahun 2018 sesuai dengan buku induk dari Kementrian 
Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 
dan pemerintah kabupaten/kota yang menyediakan data laporan APBD 











Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel 
 
2.6 Metode Pengumpulan Data 
Metode dan prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 
kuantitatif dengan data sekunder yang dilakukan cara mengumpulkan data 
yang diperoleh dari website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 
dan website direktorat jenderal perimbangan keuangan kementrian 
keuangan. Yang kemudian di seleksi sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Kriteria yang digunakan yaitu pemerintah daerah yang tidak 
menyediakan laporan RAPBD dan APBD dan pemerintah daerah yang 
tidak melaporkan laporan APBD dan RAPBD di Kementrian Keuangan.  
2.7 Definisi dan Operasional Variabel 
2.7.1 Variabel Dependen 
2.7.1.1 Budget Forecast Error 
Budget Forecast Error adalah suatu bentuk peramalan 
yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan atau 
pengaruh ketidakpastian terhadap suatu masalah, sahingga 
Kriteria Jumlah yang 
sesuai 




1. Pemerintah daerah yang tidak menyediakan laporan APBD 
dan RAPBD. 
2. Pemerintah daerah yang tidak melaporkan laporan APBD 
dan RAPBD di kementrian keuangan tahun 2018. 
(0) 
(0) 
Total sampel perusahaan berdasarkan kriteria 508 
Tahun pengamatan 1 
Total pengamatan  508 
Outliyer (81) 
Total Sampel Pengamatan 427 
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yang nantinya tidak terjadinya kesalahan peramalan yang 
terjadi pada anggaran. Kegiatan ini memperkirakan apa yang 
akan terjadi di masa yang akan datang. Kegiatan ini 
memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada 
masa yang akan datang berdasarkan data yang relevan pada 
masa lalu, dan karna itu maka metode peramalan ini 
dipergunakan dalam peramalan yang objektif. Budget 
Forecast Error dapat dihitung menggunakan menggunakan 











 n : Jumlah Sampel 
 Yt : Nilai aktual pada periode t 
 Ŷ𝑡 : Nilai forecast periode t  
2.7.2 Variabel Independen 
2.7.2.1 Pendapatan Asli Daerah 
PAD adalah pendapatan yang diasilkan secara mandiri 
oleh setiap daerah. PAD dijadikan indikator dalam menilai 
kemandirian setiap daerah dalam mengelola keuangan 
daerahnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Perhitungan 
pertumbuhan PAD ini diformulasikan sebagai berikut: 
GROWREVPAD =   ΣPADt – ΣPADt - 1  
                         ΣPADt-1 
2.7.2.2 Dana Perimbangan 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
Tentang Dana Perimbangan Pasal 1 Ayat 8 “Dana 
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 
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kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan 
merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang 
selanjutnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan 
tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi daerah. Perhitungan pertumbuhan 
Dana Perimbangan diformulasikan sebagai berikut: 
GROWREVDP = ΣDPt – ΣDPt – 1 
              ΣDPt-1 
2.7.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan 
seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan 
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan 
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah). Lain-lain pendapatan daerah yang 
sah diformulasikan sebagai berikut: 
GROWREV PDSAH = ΣPDSAHt – ΣPDSAHt – 1 
                           ΣPDSAHt-1 
2.7.2.4 Belanja Langsung 
Variabel pertumbuhan belanja langsung dapat 
diproksikan dengan laju pertumbuhan belanja langsung 
tahun sekarang dikurangi dengan laju pertumbuhan belanja 
langsung tahun sebelumnya dan dibagi dengan realisasi 
belanja langsung tahun sebelumnya. (Lilis Susanti, 2015). 
Yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
GROWEXPBL =   ΣBLt – ΣBLt – 1 
                   ΣBLt-1 
2.7.2.5 Belanja Tidak Langsung 
Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 pasal 36 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
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daerah,  belanja tidak Langsung merupakan  belanja yang 
dianggarkan  tidak terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung 
diformulasikan sebagai berikut:  
GROWEXPBTL =   ΣBTLt – ΣBTLt – 1 
                      ΣBTLt-1 
2.8 Metode Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi 
berganda sebagai berikut : 
BFE = β0 + β1(GROWREVPAD) + β2(GROWREVDP) + β3 
(GROWREVPDSAH) + β4 (GROWEXPBL) + β5 (GROWEXPBTL) + ᶓ 
Keterangan:  
BFE    = Kesalahan Proyeksi Anggaran 
GROWREVPAD   = Pertumbuhan PAD 
GROWREVDP  = Pertumbuhan Dana Perimbangan  
GROWREVPDSAH   = Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah  
GROWEXPBL = Pertumbuhan Belanja Langsung 
GROWEXPBTL = Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung 
β     = Koefisien Regresi  









3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 
   Tabel 2 
Statistics Descriptive 




427 -,03 ,00 -,0030 ,00615 
Pendapatan Asli 
Daerah 
427 -,95 2,18 -,0520 ,31186 




427 -,72 ,73 ,0683 ,26953 
Belanja Tidak 
Langsung 
427 -,24 ,35 ,0331 ,08505 
Belanja Langsung 427 -,51 ,53 ,0045 ,15234 
 
Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil analisis dengan menggunakan statistic 
deskriptif dijelaskan sebagai berkut: 
a. Variabel dependen Budget Forecast Errors (BFE)  mempunyai rata-rata 
sebesar -0,0030 nilai maksimum sebesar 0,00, nilai minimum sebesar -0,03 
dan nilai standar deviation sebesar 0,00615. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 
variabel Budget Forecast Errors mempunyai nilai rata-rata yang rendah jika 
dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,0030 lebih kecil dari 0,00615.  
b. Variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai rata-rata 
sebesar -0,0520,  nilai maksimum sebesar 2,18, nilai minimum sebesar -0,95 
dan nilai standar deviation sebesar 0,31186. Hasil ini dapat dijelaskan 
bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai rata-rata yang 
rendah jika dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,0520 lebih kecil 
dari 0,31186. 
c. Variabel independen Dana Perimbangan mempunyai nilai rata-rata sebesar 
0,0387, nilai maksimal sebesar 1,02, nilai minimum sebesar -0,20, dan nilai 
standar deviation sebesar 0,10110. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa nilai 
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rata-rata variabel Dana Perimbangan  mempunyai nilai rata-rata yang rendah 
jika dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,0387 lebih kecil dari 
0,10110. 
d. Variabel independen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) 
mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,0683, nilai maksimal sebesar 0,73, nilai 
minimum sebesar -0,72, dan nilai standar deviation sebesar 0,26953. Hasil 
ini dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata variabel Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar 
deviasi yaitu 0,0683 lebih kecil dari 0,26953. 
e. Variabel independen Belanja Tidak Langsung (BTL) mempunyai nilai rata-
rata sebesar 0,0331, nilai maksimal sebesar 0,35, nilai minimum sebesar -
0,24, dan nilai standar deviation sebesar 0,08505. Hasil ini dapat dijelaskan 
bahwa nilai rata-rata variabel Belanja Tidak Langsung tergolong tinggi jika 
dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,0331 mendekati 0,08505. 
f. Variabel independen Belanja Langsung (BL) mempunyai nilai rata-rata 
sebesar 0,0045, nilai maksimal sebesar 0,53, nilai minimum sebesar -0,51, 
dan nilai standar deviation sebesar 0,15234. Hasil ini dapat dijelaskan 
bahwa nilai rata-rata variabel Belanja Langsung tergolong rendah jika 
dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,0045 lebih kecil dari 0,15234. 
3.2 Uji Asumsi Klasik 
3.2.1 Uji normalitas 
Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan model  CLT 
(Central Limit Theorm) yaitu jika jumlah sampel di atas atau sama 
dengan 30 (n ≥ 30) maka dapat di artikan sampel tersebut dianggap 
mengikuti normal. Sehingga dapat di artikan bahwa dengan model 
CLT ini para ahli statistic menganggap jika sampel lebih dari 30 
cukup besar untuk di asumsikan mendekati ditribusi normal. 
(Lind,2014:300-301). Pada penelitian ini jumlah sampel sebesar 427 
> 30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dapat dikatakan 
berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar. 










0,906 1.104 Bebas 
Multikolineritas 
Dana Perimbangan 0,820 1.219 Bebas 
Multikolineritas 
Lain-lain Pendapatan 
daerah yang sah 




0,874 1.144 Bebas 
Multikolineritas 
Belanja Langsung 0,738 1.354 Bebas 
Multikolineritas 
Untuk melakukan uji multikolinearitas dapat dilakukan 
dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 
Suatu variabel dikatakan tidak terdapat mulitikolinearitas apabila 
nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
nilai tolerance seluruh variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 10% dan nilai VIF 
lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai tolerance dan VIF tersebut 













3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Pendapatan Asli Daerah 0.210 Bebas 
Heteroskedastisitas 
Dana Perimbangan 0.881 Bebas 
Heteroskedastisitas 




Belanja Tidak Langsung 0.439 Bebas 
Heteroskedastisitas 
Belanja Langsung 0.421 Bebas 
Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikan lebih dari 
0,050 maka data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Tabel 
4 menunjukkan dengan menggunakan Glestser Test. Dari tabel 
tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dari semua variabel lebih 
besar dari 0,050 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini 
tidak mengalami heteroskedastisitas. 
3.2.4 Uji Autokolerasi 
Uji Autokolerasi yaitu menguji model regresi linier apakah 
terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 
(Ghozali, 2009). Pada penelitian ini tidak menggunakan uji 
autokorelasi karena menggunakan data cross section atau hanya 







3.3 Uji Hipotesis 
3.3.1 Uji Signifikan -F 
Tabel 5 
Hasil Uji F 













2.583 2,23 .026 Signifikan 
Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil probability value dari 
model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari 
tingkat signifikan penelitian < 5% yaitu sebesar 0,026. Hasil ini 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi 
pengujian hipotesis. 
3.3.2 Uji Signifikan –t 
Tabel 6 
Hasil Uji Hipotesis 
Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 









daerah yang sah 
-1,988 1,9639 0,048 Signifikan 
Belanja Tidak Langsung 0,043 1,9639 0,966 Tidak 
Signifikan 






Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel independen 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Tidak Langsung 
dan Belanja Langsung memiliki nilai signifikasi masing-masing sebesar 
0,107, 0,298, 0,966 dan 0,193 sehingga variabel independen Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
budget forecast errors pada ɑ = 5% dengan demikian H, H2, H4 dan H5 
ditolak. Sedangkan variabel independen Lain-lain Pendapatan daerah 
yang sah memiliki nilai signifikasi 0,048 dimana nilai tersebut lebih kecil 
dari 0,050 sehingga H3 diterima.  
3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Tabel 7 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
1 0,173 0,030 0,018 
Berdasarkan table 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai 
koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,018. Hal ini 
menunjukkan bahwa 1,8% variasi variabel Budget Forecast Error 
dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, lain-lain pedapatan daerah yang sah, belanja tidak 
langsung dan belanja langsung, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
3.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 
3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Budget Forecast Errors 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak. 
Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap budget 
forecast errors atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. 
Hasil ini tidak sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi 
tingkat kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hal ini 
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dikarenakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang bersangkutan 
rendah yang ditunjukkan oleh Nilai minimum sebesar -0,950. 
Rendahnya Pendapatan Asli Daerah ini berarti bahwa Pemerintah 
Daerah belum mampu menghasilkan PAD secara maksimal 
sehingga dapat dikatakan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Pusat tinggi, sehingga Pemerintah Daerah tidak 
dapat melaksanakan kebijakanya secara maksimal dalam mengelola 
pendapatan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 
kemungkinan terjadinya Budget Forecast Error. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Fauziah, Harsanti dan Budiman (2019). Yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap Budget 
Forecast Error.  
3.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Budget Forecast Errors 
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 2 ditolak. Artinya 
variabel Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Budget Forecast Error. Hasil ini berbeda dengan hipotesis bahwa 
Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
Hal ini dikarenakan ketergantungan pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat masih tinggi karena penggunaan Dana 
Perimbangan pada pemerintah daerah tinggi yang ditinjukkan oleh 
rata-rata sebesar 0,0387. Semakin tinggi ketergantungan pemerintah 
daearah kepada pemerintah pusat maka kemungkinan terjadinya 
Budget Forecast Error semakin kecil dikarenakan pemda tidak dapat 
mandiri dalam mengalokasikan pendapatan daerah. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Fauziah, Harsanti dan Budiman (2019). Yang menyatakan bahwa 




3.4.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terhadap Budget 
Forecast Errors 
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 3 diterima. Artinya 
variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan 
terhadap Budget Forecast Error dengan arah negatif Sehingga dapat 
dikatakan bahwa semakin rendah Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah maka semakin tinggi tingkat Budget Forecast Errornya. 
Hal ini dikarenakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
merupakan penerimaan daerah yang meliputi dana hibah, dan dana 
darurat. Dimana Dana Hibah bersumber dari luar negeri dilakukan 
melalui pemerintah pusat sedangkan Dana Darurat dialokasikan oleh 
pemerintah pusat dimana dananya berasal dari APBN sehingga dapat 
dikatakan bahwa jika penggunaan Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah rendah maka ketergantungan pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat rendah sehingga tingkat kemandirian pemerintah 
daerah dalam melaksanakan kebijakanya tinggi. Tingginya 
kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanana kebijakanya 
akan menyebabkan kemungkinan terjadinya Budget Forecast Error 
tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa Lain-Lain Pendapatan 
Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Kusuma dan Sutaryo (2015). Yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
pendapatan daerah berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
3.4.4 Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Budget Forecast Errors 
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 4 ditolak. Artinya 
variabel Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Budget Forecast Error. Hasil ini berbeda dengan hipotesis 
bahwa Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap Budget 
Forecast Error. Hal ini dikarenakan ketidakmapuan belanja tidak 
langsung dalam mempengaruhi Budget Forecast Error dapat dilihat 
dari nilai minimum sebesar -0,24, nilai maksimal sebesar 0,35 dan 
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nilai rata-rata sebesar 0,0331. Nilai minimum sebesar -0,24 
menunjukan adanya penurunan yang tinggi pada belanja tidak 
langsung. Artinya belanja tidak langsung pada tahun yang 
bersangkutan rendah. Rendahnya pengalokasian belanja tidak 
langsung tersebut tidak mengindikasi terjadinya Budget Forecast 
Error. Karena rencana kerja pemerintah daerah pada tahun yang 
bersangkutan sedikit yang kemungkinan  disebabkan oleh sedikitnya 
penerimaan pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan 
sehingga alokasi belanja tidak langsung pada tahun yang 
bersangkutan tidak mengindikasi terjadinya Budget Forecast Error. 
Karena Budget Forecast Error dapat terjadi ketika pengalokasian 
belanja tinggi. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Widyastuti dan Rifqi (2017). Yang menjelaskan bahwa belanja 
daerah tidak berpengaruh terhadap Budget Forecat Error. 
Bertentangan dengan penelitian Lilis Susanti, 2018 yang 
menjelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap 
Budget Forecast Error. 
3.4.5 Pengaruh Belanja Langsung terhadap Budget Forecast Errors 
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 5 ditolak. Artinya 
variabel Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Budget Forecast Error. Hasil ini berbeda dengan hipotesis bahwa 
Belanja Langsung berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. Hal 
ini dikarenakan ketidakmampuan belanja langsung dalam 
mempengaruhi Budget Forecast Error dapat dilihat dari nilai 
minimum sebesar -0,51, nilai rata-rata sebesar 0,0045 dan nilai 
maksimal sebesar 0,53. Nilai minimum sebesar -0,51 menunjukan 
bahwa terjadi penurunan yang tinggi pada belanja langsung. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi belanja langsung pada 
tahun yang bersangkutan rendah. Rendahnya alokasi belanja 
langsung tersebut tidak mengindikasi terjadinya Budger Forecast 
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Error. Dikarenakan penerimaan pendapatan daerah pada tahun yang 
bersangkutan rendah, sehingga menyebabkan rencana kerja pada 
tahun yang bersangkutan sedikit sehingga alokasi belanja langsung 
pada tahun yang bersangkutan rendah dan tidak mengindikasi 
terjadinya Budget Forecast Error.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Widyastuti dan Rifqi (2017). Yang menjelaskan bahwa belanja 
daerah tidak berpengaruh terhadap Budget Forecat Error. 
Bertentangan dengan penelitian Yuliana Mahesa Putri, 2018 yang 
menjelaskan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap 




Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Budget 
Forecast Errors Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018, maka dapat 
disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia 
tidak berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
2. Variabel Dana Perimbangan Pemerintah Daerah di Indonesia tidak 
berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
3. Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah 
di Indonesia berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
4. Variabel Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah di Indonesia 
tidak berpengaruh terhadap Budget Forecast Error. 
5. Variabel Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Indonesia tidak 






Berdasarkan kesimpulan yang melekat pada penelitian ini, saran bagi 
peneliti selanjutnya adalah: 
1. Memperpanjang periode penelitian, agar diperoleh sampel yang lebih 
banyak. 
2. Menambah variabel lain yang mempengaruhi Budget Forecast Error. 
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